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ABSTRAK

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia memegang peranan
penting dalam proses pembangunan nasional. Tugas dari bank sendiri adalah
menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui salah satu bentuknya yaitu
kredit. Saat ini sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu dan
mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine) sebagai upaya
memberikan kepuasan kepada nasabah. Dikeluarkannya produk mesin ATM
memberikan dampak positif berupa kemudahan bertransaksi bagi setiap nasabah,
tetapi di sisi lain ternyata dikeluarkannya produk ATM juga dapat memberikan
dampak negatif terhadap nasabah yaitu dengan adanya kejahatan skimming.
Skimming adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri
data dari pita magnetik kartu ATM debit/kredit secara ilegal untuk memiliki
kendali atas rekening nasabah. Permasalahan dalam kasus seperti ini adalah
bagaimana pertanggungjawaban bank ketika nasabah mengalami kerugian akibat
skimming yang terjadi saat ia melakukan pembayaran di ATM, karena umumnya
kejahatan skimming tersebut terjadi saat nasabah melakukan transaksi pembayaran
di ATM-ATM yang seharusnya sudah dijaga keamanannya oleh masing-masing
bank. Oleh sebab itu, dalam penulisan ini akan diteliti lebih jauh mengenai
bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian
akibat skimming serta penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah secara
yuridis normatif yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun Otoritas Jasa Keuangan telah
memberitahukan bahwa bank wajib memberikan ganti rugi terhadap nasabah yang
mengalami kerugian akibat skimming, tetapi pada dasarnya Indonesia belum
memiliki peraturan mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah yang
terkena kejahatan skimming ATM, sehingga akan muncul ketidakpastian hukum
mengenai pertanggungjawaban tersebut.

Kata Kunci: Skimming, Bank, Nasabah, OJK.
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BAB |

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia memegang peranan
penting dalam proses pembangunan nasional. Tugas dari bank sendiri adalah
menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui salah satu bentuknya
yaitu kredit. Saat ini sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk
kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine) sebagai

upaya memberikan kepuasan kepada nasabah.

Kartu ATM biasanya diberikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki
kartu untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank
juga memberikan fasilitas kartu debit/kredit pada kartu ATM yang dapat
digunakan untuk transaksi pembelian barang. Pada dasarnya kartu tersebut
bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan
berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan
serta keamanan.! Lalu, salah satu fasilitas yang dikeluarkan oleh bank untuk

menunjang aktivitas pembayaran adalah dengan dikeluarkannya mesin ATM.

ATM merupakan salah satu teknologi yang menerapkan konsep proses data
berbasis digital. Device ini mempunyai dua bagian penting yaitu hardware
terdiri dari unit yang memproses dalam hal ini PC (Personal Computer), serta
sistem device interface yang menghubungkan pemakai/user melalui suatu
kartu magnetik, dan software yang berfungsi sebagai interface yang
menghubungkan user dengan sistem dalam kaitan data (informasi).? Fasilitas

bank berupa ATM, merupakan sarana teknologi yang dapat melayani

! Ade Arthesa & Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT. Indeks, Jakarta,

2006, him. 258-259.

2 \Wati Aris Astuti, Sistem Informasi Perbankan, Proses Kerja dan Dampak dari Mesin ATM,
Majalah IImiah UNIKOM, Program Studi Fakultas Ekonomi Unikom, Bandung, Vol.8, No.1,
him. 22.



kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam

seminggu termasuk hari libur.?

Dengan kecanggihan teknologi saat ini, adanya mesin ATM dapat
memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari
adanya mesin ATM yaitu dapat membantu kelancaran pembayaran dan
penarikan uang nasabah dengan cara menarik langsung dari ATM atau
mengirim uang lewat ATM (transfer), dengan adanya ATM nasabah dalam
melakukan transaksi perbankan tidak selalu harus ke teller tetapi bisa melalui
ATM. Sedangkan salah satu dampak negatif dari adanya mesin ATM yaitu

adanya kejahatan pada ATM dengan cara skimming.

Metode atau cara yang paling sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk
melakukan skimming yaitu dengan cara memasang alat sebagai “skimmer”.
Skimmer adalah alat verifikasi data saat pemilik kartu menjalani transaksi
pembayaran. Saat kartu kredit digesek pada alat ini, maka seluruh data akan
berpindah dan terekam. Satu skimmer bisa menyimpan data sampai 2.000
kartu. Ironisnya, skimmer ternyata dijual bebas di sejumlah pusat
perbelanjaan dengan harga Rp 1,5 juta.* Fungsi alat ini adalah untuk

menyaring data-data yang terdapat di dalam kartu ATM nasabah.

Dengan modus skimming ini informasi yang tersimpan secara magnetis pada
kartu ATM dapat dibajak melalui perangkat khusus yang ditempatkan di
mulut kartu ATM yang kemudian disalin pada kartu duplikat.> Cara kerja
skimmer menduplikat informasi data nasabah adalah saat nasabah hendak
menggunakan ATM dan mulai memasukkan kartu, saat itulah skimmer
bekerja. Alat tersebut bisa membaca data yang tersimpan pada kartu melalui
magnetic stripe (pita hitam yang terdapat pada bagian belakang kartu)

kemudian menyalin dan menyimpannya.® Setelah kartu di duplikat seseorang

3 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, him. 182.

4 Liputan6, Pembobolan ATM di Bali gunakan skimmer,
https://www.liputan6.com/news/read/260076/pembobol-atm-di-bali-gunakan-skimmer diakses
pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 14.00 WIB.

5 Jovin, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah korban Skimming ditinjau dari Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2019, him. 89.

6 Kasus kejahatan pembobolan ATM melalui teknik Skimming,


https://www.liputan6.com/news/read/260076/pembobol-atm-di-bali-gunakan-skimmer

tersebut bisa langsung menggunakan untuk transaksi seperti penarikan uang
serta melakukan transfer uang dengan cepat sehingga nasabah pada

umumnya tidak menyadarinya jika telah terkena skimming.

Salah satu penyebab terjadinya skimming vyaitu karena adanya sistem
keamanan yang lemah. Kesadaran dalam menjaga keamanan informasi
produk perbankan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas
pelayanan bank terhadap nasabahnya, karena menyangkut keamanan dana
nasabah. Mesin ATM yang terletak di tempat-tempat yang strategis maupun
di luar lingkungan bank seringkali ditempatkan ditempatkan pada tempat
yang kurang aman. Hal ini menandakan bahwa pentingnya pengawasan
keamanan ATM belum disadari oleh pihak bank, sehingga membuka peluang
bagi pihak-pihak yang memiliki modus-modus tertentu dengan tujuan
mengambil keuntungan dari keberadaan ATM dan menimbulkan kerugian

bagi nasabah.’

Saat ini banyak sekali korban yaitu nasabah yang terkena kerugian akibat
kejahatan skimming tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro
Jaya, Komisaris Besar Nico Afinta menyebutkan bahwa para tersangka
kejahatan pencurian data nasabah (skimming) sudah membobol uang nasabah
64 bank di Indonesia. Diantaranya bank-bank besar swasta maupun BUMN,
mulai dari BCA, BRI, Bank Mandiri, sampai BNI.® Salah satu contoh kasus
skimming di Indonesia adalah kasus pembobolan ATM di Bali menggunakan
skimmer tahun 2010.°

Permasalahan dalam kasus seperti ini adalah bagaimana pertanggungjawaban
bank ketika nasabah mengalami kerugian akibat skimming yang terjadi saat ia

melakukan pembayaran di ATM. Umumnya, kejahatan skimming tersebut

http://repository.unpas.ac.id/28086/5/BAB%20l11.pdf diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul
17.00 WIB.

7 Analisis Perlindungan Nasabah Terhadap Tindak Kejahatan Perbankan dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Islam Mengenai Pembobolan ATM, URL.:
http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/ BAB414122210962.pdf, him. 5, diakses pada
tanggal 20 November 2019 pukul 15.00 WIB.

8 Jonathan Patrick, Sindikat Pelaku Skimming pemain besar pencurian uang nasabah,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180322082026-12-284936/sindikat-pelaku-
skimming-pemain-besar-pencurian-uang-nasabah diakses pada tanggal 18 Juli pukul 15.00 WIB.

% lwan Setiawan, Kuliah umum Otoritas Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Finansial dalam
Transaksi On-Line di Indonesia, Bandung 6 Mei 2019.


http://repository.unpas.ac.id/28086/5/BAB%20III.pdf
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180322082026-12-284936/sindikat-pelaku-skimming-pemain-besar-pencurian-uang-nasabah
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180322082026-12-284936/sindikat-pelaku-skimming-pemain-besar-pencurian-uang-nasabah

terjadi saat nasabah melakukan transaksi pembayaran di ATM-ATM yang
seharusnya sudah dijaga keamanannya oleh masing-masing bank. Walaupun
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberitahukan bahwa bank wajib
memberikan ganti rugi terhadap Nasabah yang mengalami kerugian akibat
skimming, tetapi tetap saja pada dasarnya Indonesia belum memiliki peraturan
mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah yang terkena kejahatan
Skimming ATM. Sehingga akan muncul ketidakpastian hukum mengenai
pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dijelaskan bahwa:

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

keuangan:
a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan skimming ATM
merupakan permasalahan yang berada di bawah kewenangan OJK, karena
dalam hal ini OJK bertugas untuk melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat salah satunya dengan melindungi nasabah dari maraknya

kejahatan skimming ATM.

Lalu dalam penjelasan Pasal 4 UU OJK dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan “melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat” termasuk
perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti
manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.
Dalam hal ini skimming ATM merupakan salah satu bentuk kejahatan atau
pelanggaran di sektor jasa keuangan yang merugikan konsumen dalam hal ini

nasabah.

Pasal 9 UU OJK juga menyebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk

melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen,



dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau

penunjang jasa keuangan.

Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa OJK akan mengatur lembaga
jasa keuangan dalam hal ini perbankan secara langsung (mikro) melalui
kegiatan pengawasan, peraturan OJK, Surat Edaran (SE) dan peraturan
perundang-undangan yang berdampak terhadap perbankan. Konsumen atau
dalam hal ini nasabah yang mengalami keluhan terhadap pelayanan terkait
industri keuangan dapat melaporkannya ke OJK, karena salah satu tugas
utama OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis akan meninjau bagaimana
pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat
skimming menggunakan UU OJK karena dalam hal ini salah satu tugas dan
kewenangan OJK adalah untuk memberi perlindungan kepada konsumen
terhadap tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan salah

satunya adalah bank.
2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana pertanggungjawaban bank atas kerugian yang diderita
nasabah akibat skimming berdasarkan Undang-undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

b. Bagaimana penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabahnya
berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan?
3. Maksud dan Tujuan
3.1. Manfaat Penelitian
3.1.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap
perkembangan ilmu hukum, karena penelitian ini berguna
untuk melengkapi bahan kepustakaan terhadap ilmu hukum
tanggung jawab bank dengan nasabahnya secara perdata

jika nasabah mengalami kerugian akibat skimming dan



bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ditinjau dari

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan.

3.1.2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini pun memberikan

manfaat praktis kepada:

a. Bagi kalangan Akademisi, penelitian ini dapat

memberikan  pemahaman  tambahan tentang
tanggung jawab antara bank dan nasabah yang
terkena skimming dan tata cara penyelesaian
sengketa berdasarkan Undang-undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lalu,
penelitian ini dapat menjadi dokumen tambahan
untuk para akademisi apabila hendak melakukan

penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut.

Bagi peneliti  sendiri, penelitian ini dapat
memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai
tanggung jawab bank terhadap nasabah yang
mengalami kerugian akibat skimming beserta tata

cara penyelesaian sengketa tersebut.

3.2. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab bank terhadap

nasabah yang mengalami kerugian akibat skimming ditinjau

dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan;

b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara

nasabah bank ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. Metode Penelitian



Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam
mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau
ukuran yang telah ditentukan.’® Dalam hal ini penulis akan menggunakan

metode penelitian yuridis normatif.
4.1. Metode Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif.! Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang
menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang
hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan
diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi
ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat
mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang

nyata.'?
4.2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka
yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku
perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah,
artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi
penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga

bagian, yaitu:*3
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam

penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan

yaitu:

10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 2002,
him. 127.

11 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing,
Malang, 2006, him. 295.

12 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1998, him. 13-14.

13 1d., him. 13.



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor:
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan

Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan  Nomor:
1/POJK.02/2014 tentang Lembaga  Alternatif

Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa teks hukum, jurnal hukum,

karya tulis ilmiah hukum, buku-buku, laporan penelitian, dan

artikel lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban bank

terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat skimming

serta penyelesaian sengketa permasalahan tersebut. Seperti:

a.

C.

Bernadette Mulyati Waluyo, Ringkasan Disertasi:
Pembentukan Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen
Secara Perdata Sebagai Upaya Pelaksanaan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2003

Handiman, Edia, et al. Bank & Lembaga Keuangan
Bukan Bank, PT. Index, Jakarta, 2008

Jamal Wiwoho, Peran Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan bukan Bank dalam memberikan
Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, Fakultas
Hukum Universitas Diponergoro, Semarang, Jilid 43
No. 1 Januari 2014



d. Jovin, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah korban
Skimming ditinjau dari Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus
1945, Surabaya, Vol. 12, No.1, 2019

e. Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan

Syariah, Wisma Kalimetro, Jatim, 2016

f. Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian
Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang,
2006

g. Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

h. Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008

i. Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Cv. Mandar
Maju, Bandung, 2012

j. Soerjono Soekanto, et al. Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2010

k. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 2002

I. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia
Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 2006

m. Ronny Hartanto, Metode Penelitian Hukum dan

Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan

sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris. Yaitu:

a. https://kbbi.kemdikbud.go.id/


https://kbbi.kemdikbud.go.id/

b. https://www/hukumonline/com/

4.3. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder pada bagian di atas

akan dilakukan analisis secara kualitatif, dimana lebih melihat pada

kualitas bukan pada jumlah. Dengan kata lain, lebih menekankan

pada analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, seperti

penafsiran otentik, gramatikal, sejarah peraturan perundang-

undangan atau sejarah hukum, penafsiran sistematis, ataupun

penafsiran futuristik.*

5. Sistematika Penulisan

BAB I:

BAB II:

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang
mengenai munculnya permasalahan pertanggungjawaban
bank terhadap kerugian nasabah akibat skimming. Dan
dalam bab ini juga akan dijelaskan perihal metode
penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan
memberikan jawaban terhadap rumusan-rumusan masalah

dalam penelitian.

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBANKAN DAN
NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS
JASA KEUANGAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi,
tugas dan kewenangan perbankan berdasarkan UU OJK dan
mengenai pengertian, hak serta kewajiban bagi nasabah
yang diatur dalam UU OJK.

14 C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni,
Bandung, 2006 him. 152.
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https://www/hukumonline/com/

BAB III:

BAB IV:

BAB V:

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN DANA
SIMPANAN NASABAH MELALUI MESIN ATM
DENGAN METODE SKIMMING DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan macam-macam kejahatan di
bidang perbankan salah satunya adala skimming. Lalu, akan
lebih lanjut dijelaskan mengenai pengertian, unsur, dan
pengaturan yang terkait dengan skimming pada ATM, serta
akan diuraikan dampak buruknya skimming terhadap
keamanan nasabah dalam bertransaksi.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK
DENGAN NASABAH AKIBAT SKIMMING
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN

Bab ini akan berisi analisis penulis mengenai
pertanggungjawabanan dan penyelesaisan sengketa antara

bank dengan nasabahnya akibat skimming.

Dan analisis tersebut akan ditinjau berdasarkan UU OJK

dan peraturan perundang-undangan lainnya.
PENUTUP

Dalam bab ini akan terdiri dari 2 bagian yaitu kesimpulan
dan saran. Bagian kesimpulan akan berisikan tentang
ringkasan penelitian, sedangkan saran akan memuat
harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam

penelitian.
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